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PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI KOTA CILEGON

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

a. bahwa sistem jaminan sosial merupakan program

pemerintah  yang bertujuan memberikan kepastian

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh

rakyat;

. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya
di daerah merupakan salah satua  fungsi dan
tanggungjawab Pemerintah Daerah,;

. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

Jaminan sosial, Pemerintah Daerah berwenang tidak
memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi
Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5
ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi
Kerja, Peckerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam

Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan

Penyclenggaraan Program Jaminan Sosial di Kota Cilegon;

Mengingat ...



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6} dan Pasal 28D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabhun 1945;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor ©, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

10. Undang ...



10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5746);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pckerja, dan Penerima Bantuan
luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

15. Peraturan ...



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Program Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua
{(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5730j);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesechatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan  Kepesertaan Program  Jaminan  Sosial
(Lemba_tén Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
253);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari

Tua bagi Peserta Penerima Upah;

21. Peraturan ...



Menctapkan

21.

23.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran

dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program dJaminan Kecelakaan
Kerja dan Kematian bagi Pckerja Harian Lepas, Borongan
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa
Konstruksi;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi
Administratif Bagi Pemberi Kerja Sclain Penyelenggara

Negara;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI KOTA CILEGON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Cilegon ini, yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat

dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
daerah.

3. Walikota adalah Walikota Cilegon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

S. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

6. Jaminan ...



10,

11.

12.

13.

Jaminan Sosial adalah adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
yang terdiri atas Jaminan Kesehatan, Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua,

dan Jaminan Pensiun.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program

Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Keschatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

Jaminan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
vang selanjutnya discbut BPJS Ketenagakerjaan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang
disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda
daftar, atau yang sejenisnya.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja atau penyelenggara negara yang
mempekerjakan ASN dengan membayar gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lainnya.
Peckerja adalah sctiap orang yang bekerja pada Pemberi
Kerja dengan menerima gaji atau upah termasuk orang
Tenaga Kerja Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)
bulan di Wilayah Indonesia.
Masyarakat Miskin adalah fakir miskin dan orang tidak
mampu Yyang memenuhi kriteria sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

14, Masyarakat ...



14. Masyarakat Beresiko Sosial adalah masyarakat Kota
Cilegon yang tidak termasuk fakir miskin dan orang tidak

mampu tetapi berpotensi mengalami resiko sosial.

15. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu
yang diterbitkan oleh wunit pelayanan publik pada
instansi pemerintah daerah.

BAB 11
TUJUAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
mewunjudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial di
Wilayah Kota Cilegon dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar hidup yang layak

BAB TH
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Sasaran Program Jaminan Sosial
Pasal 3
Sasaran Program Jaminan Sosial adalah:
a. pemberi kerja dan pekerja; dan

b. setiap orang seclain pemberi kerja dan pekerja.

Bagian Kedua
Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal4
(1) Program Jaminan Sosial meliputi:
a. Jaminan Keschatan Nasional (JKN);
b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
¢. Jaminan Hari Tua (JHT);
d. Jaminan Kematian (JKM);, dan
e. Jaminan Pensiun (JP).

(2} Jaminan ...



(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, buruf ¢, huruf d dan huruf e untuk
PNS diselenggarakan oleh PT. Taspen {Persero).

BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 5

Setiap Pemberi Kerja dan pekerja serta setiap orang
selain pemberi kerja dan pekerja wajib mendafitar dalam
kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, sesuai dengan program jaminan sosial

yang diilkutinya.

Pemberi kerja selain penyelenggara mnegara wajib
memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut
anggota keluarganya kepada penyelenggara jaminan

sosial secara lengkap dan benar.

Tata cara pendaftaran kepesertaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan masyarakat
miskin dan masyarakat beresiko sosial dalam

kepesertaan Jaminan Sosial

Masyarakat miskin dan masyarakat beresiko sosial
secbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
pendataan oleh Pemerintah Daerah dan kemampuan

anggaran daerah,

(3) Tata ...



(3)

(1)

(2)

Tata cara pendaftaran kepesertaan dan pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku
Pasal 7

Setiap kontraktor induk maupun sub kontraktor yang
melaksanakan proyvek jasa konstruksi dan atau
pekerjaan. borongan lainnya wajib mepertanggungkan
secmua tenaga kerja yang bekerja pada proyek tersebut
dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
proyek yang dibiayai

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
c. sumber dana Internasional; dan/ atan

d. sumber dana swasta.

Tata cara pendaftaran kepesertaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVY
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 8

Setiap Pemberi Kerja dan pekerja serta sctiap orang
selain pemberi kerja dan pekerja  yang akan
memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah
Daerah wajib melampirkan sertifikat/kartu peserta dan
bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan
jaminan sosial yang dilegalisir oleh pejabat BPJS
Kesehatan dan atau BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Sertifikat ...



(2)

(1)

(2)

(3)
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Sertifikat/kartu peserta dan bukti lunas pembayaran
iuran terakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai
syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik
tertentu oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) antara lain:

a. perizinan terkait usaha;

b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

¢. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja
asing;

d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/
burul;

e. izin mendirikan bangunan; dan

{ izin-zin lain, tanda daftar dan sejenisnya yang
diterbitkan  oleh  Pemerintah Daerah  sesuai

kewenangannya,

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9
Setiap Pemberi Kerja dan pekerja serta setiap orang
selain pemberi kerja dan pekerja yang melanggar
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;

b, denda; dan/ atau

¢. tidak mendapal pelayanan publik tertentu.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b, dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Sanksi...
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Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan
publik tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf ¢ dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas
dasar permintaan dari penyelenggara jaminan sosial
atau  berdasarkan rekomendasi dari pengawas

ketenagakerjaan.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 10

Penyelenggara jaminan sosial dalam menyelenggarakan
jaminan sosial di Wilayah Kota Cilegon, bekerjasama
dengan Pemerintah Daerah.

Kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) vang
bertujuan antara lain untuk meningkatkan kepesertaan
jaminan sosial.

Tindak lanjut kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam perjanjian.
Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan antara Kepala BPJS Kesehatan

atau Kepala BPJS Ketenagakerjaan dengan Kepala
Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik
tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Walikota ini.
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaaan tentang
penyelenggaraan  Jaminan  Sosial yang  telah
ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota
ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Walikota ini.

BAB ...
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BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orfang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita DaeTah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal (7 Cktcber 2016
WALIKOTA CILEGON,
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Diundangkan di Cilegon

pada tanggal (7 Oktober 2016
Pit. SEKRETARIS\DAERAH KOTA CILEGON,
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